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KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan kegiatan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Kegiatan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1191);
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran dan Pendapatan Negara di lingkungan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KEGIATAN BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU
:
Menetapkan kegiatan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim/Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU lebih lanjut ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional.
KETIGA
:
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2020.
KEEMPAT
: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO
LAMPIRAN 
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